




KESIMPULAN

2.     Sistem Single Pool yang tidak tepat. Sistem single pooling menyebabkan digunakannya dana 
PBI bagi masyarakat miskin dan tidak mampu oleh peserta BPJS Kesehatan yang relatif mampu. 
Dengan demikian kelompok PBPU didukung oleh PBI APBN dan PPU. 

3.    Subsidi tersembunyi untuk PBPU yang tidak terdeteksi. Terjadi gap antara Cost per Member per 
Month (CPMPM) dengan Premi per Member per Month (PPMPM) di segmen PBPU (masyarakat 
mampu). Seharusnya iuran masyarakat mampu (PBPU) kelas I Rp 274.204, Kelas II Rp 190.639, 
Kelas III Rp 131.195 (Sumber: BPJS Kesehatan, Des 2019). Dengan demikian terjadinya subsidi 
negara untuk peserta mampu (PBPU) melalui iuran PBI-APBN. Subsidi ini tidak terdeteksi.

4.    Kebijakan kompensasi belum berjalan. Di daerah yang kurang faskes masih banyak 
peserta PBI APBN dan APBD. Mereka sedikit menggunakan karena kesulitan akses 
layanan kesehatan. Berdasarkah data DaSK (https://kebijakankesehatanindonesia.net/
datakesehatan/) utilisasi masih rendah di wilayah yang letak geografisnya sulit. Sampai 
saat ini belum ada mekanisme yang tepat untuk menyeimbangkan akses layanan kese-
hatan era JKN, seperti penambahan Rs, atau pengiriman tenaga medis ke daerah sulit.  
Akibatnya daerah-daerah seperti Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah mempunyai pengelu-
aran BPJS yang sangat tinggi. Sedangkan biaya pelayanan JKN di wilayah NTT, Papua, 
Bengkulu masih rendah.  

Data menunjukkan dari tahun 2014 – 2019, iuran peserta masyarakat tidak mampu (PBI) yang 
dibayari oleh pemerintah melalui APBN masih mengalami sisa atau rasio klaimnya masih di 
bawah 100%. Artinya, Pemerintah pusat melalui APBN sudah memenuhi hak jaminan kese-
hatan masyarakat miskin dan tidak mampu yang kini jumlahnya 96 juta jiwa. Dana yang tidak 
terpakai di PBI APBN masuk ke segmen PBPU (masyarakat mampu) karena sifat single-pool.  
Jika ditambah dengan peserta PBI APBD sebanyak 37 juta jiwa, maka sebenarnya pemerintah 
sudah membayar masyarakat miskin dan tidak mampu jauh melebihi dari total masyarakat 
miskin menurut jumlah data BPS.
Situasi ini menggambarkan bahwa JKN belum dikelola secara berkeadilan. Untuk siapakah 
dana iuran PBI (APBN) seharusnya? Menurut UU SJSN, tentunya untuk masyarakat miskin dan 
tidak mampu, termasuk untuk mendanai kebijakan kompensasi.

Program JKN harus tetap dilanjutkan, dengan fokus dana pemerintah (pusat dan 
daerah) untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Sesuai amanat konstitusi, pemer-
intah wajib membayari seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi peserta 
BPJS.  Oleh karena itu diharapkan:
1.    Masyarakat tidak mampu yang ternyata ada di PBPU segera dimasukkan ke PBI
2.    Peserta PBI yang sudah mampu, perlu dimasukkan ke PBPU.
3.    Masyarakat mampu yang ada di PBPU harus dididik untuk membayar premi yang 

mendekati biaya perbulannya. 

Sebagai catatan agar harapan diatas dapat berjalan baik:
1.     Masyarakat mampu wajib memiliki asuransi kesehatan. Dalam hal ini masih ada 

perdebatan yang terkait dengan UU mengenai kebebasan untuk tidak menjadi 
anggota BPJS bagi masyarakat mampu.

2.    Rawat inap PBPU (masyarakat mampu) kelas I, II, dan III perlu diubah menjadi 
kelas standar, dan tidak boleh naik kelas.

Bagaimana ke depannya?


